BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menangani tindak ptersebut belum
dapat dikatakan efektif secara substansial. Dalam praktiknya, Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari
ketidakjelasan norma hukum, keterbatasan kewenangan, dan hambatan
teknis dalam proses penegakan hukum. Salah satu faktor yang menonjol
adalah ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan yang memuat
larangan bagi pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,
anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah untuk
membuat keputusan dan/atau Tindakan yang “menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon”. Rumusan norma tersebut masih
menimbulkan multitafsir dan perbedaan persepsi di tingkat penegakan
hukum, sehingga berdampak pada kesulitan pembuktian unusr-unsur tindak
pidana pemilihan. Kondisi ini menyebabkan banyak dugaan pelanggaran
yang dilakukan oleh aparat pemerintah tidak dapat dikualifikasikan sebagai
tindak pidana pemilihan karena sulitnya pembuktian unsur-unsur dalam
pasal tersebut. Berdasarkan temuan tersebut juga dapat dipahami bahwa
efektivitas peran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak hanya bergantung

pada keberadaan dan kekuatan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh
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koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu, serta
integritas dan profesionalitas individu pengawas dalam menegakkan prinsip
netralitas apparat pemerintah selama tahapan pemilihan. Dalam rangka
mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, penguatan
aspek normatif perlu diiringi dengan perbaikan struktural dan kultural

dalam sistem penegakan hukum tindak pidana pemilihan.

. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan
sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yaitu perlunya dilakukan
penyempurnaan dan penegasan rumusan norma Pasal 71 ayat (1) Undang-
Undang Pemilihan, khususnya terkait frasa “menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon™ agar tidak menimbulkan multitafsir
dalam praktik penegakan hukum. Penegasan tersebut dapat dilakukan
melalui perubahan undang-undang maupun melalui penguatan bagian
penjelasan Undang-Undang Pemilihan, khususnya dengan merumuskan
secara jelas jenis keputusan dan/atau tindakan yang dapat dikategorikan
sebagai perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon. Penegasan norma juga dapat ditempuh melalui penerbitan
peraturan pelaksana yang memuat indikator, batasan, dan parameter yang
tegas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan
sebagai tindak pidana pemilihan oleh aparat pemerintah. Diperlukan juga
penguatan koordinasi dan kesamaan persepsi antarlembaga dalam Sentra

Gakkumdu, khususnya antara Bawaslu, Kepolisia, dan Kejaksaan dalam
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menafsirkan dan menerapkan ketentuan tindak pidana pemilihan agar
perbedaan penilaian tidak lagi menjadi hambatan dalam proses penegakan
hukum pidana pemilihan, terutama terhadap perkara yang melibatkan aparat

pemerintah.
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